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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Lamaran 

1. Pengertian Lamaran 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa lamaran 

berasal dari kata dasar ”lamar” yang artinya adalah ”meminang”.
27

 Jika 

dimasukkan dalam konteks pekerjaan dapat memiliki arti ”meminta 

pekerjaan”.
 

Dengan demikian secara etimologis, makna kedua istilah 

tersebut sama akan tetapi berbeda dalam penggunaannya. Jika melamar 

atau lamaran dapat digunakan dalam dua wilayah, yakni dalam wilayah 

perkawinan dan pekerjaan, maka kata meminang atau peminangan hanya 

digunakan dalam wilayah perkawinan.
28

  

Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, “meminang”. 

Meminang sinonimnya adalah melamar. Secara terminologis, peminangan 

adalah sebuah pernyataan permintaan untuk menikah yang disampaikan 

seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, dengan 

perantara orang yang dipercaya ataupun tanpa perantara. Peminangan 

adalah ungkapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk 

dijadikan istri yang menemani dalam kehidupannya sampai ajalnya tiba 

kelak dengan cara yang umum berlaku di dalam masyarakatnya serta tidak 
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melanggar aturan agama.
29

 Peminangan juga memiliki arti sebagai langkah 

awal menuju perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri 

dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang 

didapatkan dari kesadaran masing-masing pihak. 
30

 

Perkawinan dalam Islam dilaksanakan atas dasar kerelaan dan 

bukan paksaan. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk selama 

hidup bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut Islam 

mengatur adanya peminangan atau khitbah. Dalam al-Qur„an, peminangan 

disebut khitbah. Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa Arab yang 

berarti ”bicara”. Khitbah bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa 

nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku khitbah disebut 

khatib atau khitb, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan. Khitbah 

sebagai upaya laki-laki meminta perempuan untuk dijadikan istri dengan 

cara yang baik dan dikenal dalam masyarakat.
 31

 Dalam masalah tekhnis, 

khitbah bisa dilakukan secara langsung oleh seorang calon mempelai laki-

laki maupun melalui perantara seseorang yang dipercaya.
32

 

Menurut As-Subki, al-khitbah secara bahasa adalah seseorang yang 

meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. 

Apabila dibaca fathah atau dhammah, kha-nya bermakna orang yang 

berkhutbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya 
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khuthabun dan fail (pelakunya) disebut khatib. Adapun jika kha-nya 

dibaca kasrah secara syar‟i adalah keinginan seorang laki-laki untuk 

memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau 

keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk 

dinikahi. 
33

  

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa: 

"Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita".
34

 Meskipun 

demikian, peminangan bukanlah syarat sah nikah, pernikahan 

dilaksanakan tanpa peminangan pun tetap sah hukumnya. Akan tetapi 

biasanya peminangan merupakan salah satu sarana untuk menikah. 

Peminangan atau khitbah adalah proses permintaan atau pernyataan untuk 

mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan 

perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian.
35

 

Khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, di 

syariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika 

perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan 

serta kesadaran masing-masing pihak. Selamet Abiding dan Aminudin 

juga menyebutkan bahwa yang di maksud dengan peminangan adalah 

permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan 
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calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di 

daerahnya.
36

 

 Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh 

diatas, dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan proses awal yang 

harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) 

untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang 

berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi 

perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling 

menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam 

perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai. 

2. Syarat dan Rukun Lamaran 

Dalam lamaran ada ketentuan yang harus diperhatikan terutama oleh 

laki-laki yang hendak meminang seorang wanita. Ketentuan ini menyangkut 

status wanita yang akan dipinang dan legalitas peminangan. Wanita yang 

akan dipinang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antara yang harus 

ditempuh oleh seorang laki-laki adalah menetapkan seorang wanita yang 

diinginkan untuk menjadi calon istrinya. Sabda Rasulullah Saw, yang 

artinya sebagai berikut: 

”Dari Jabir, Nabi Saw telah bersabda, ”Sesungguhnya perempuan itu 

dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Maka 

pilihlah yang beragama”.
 37
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Sayyid Sabiq membagi ketentuan perempuan yang dapat dipinang 

dalam 2 (dua) garis besar. Pertama, seorang perempuan yang hendak 

dipinang tidak terhalang oleh hal-hal yang dilarang menurut aturan syara„. 

Kedua, seorang perempuan yang tidak dalam status pinangan laki-laki lain.
 

38 
Dalam ketentuan yang pertama, yang dimaksud terhalang oleh hal-hal 

yang dilarang menurut syara„ adalah seperti perempuan mahram karena 

hubungan sekandung, seayah, seibu, sebab persusuan, dan perkawinan 

(mertua atau menantu). Selain itu status perempuan yang masih dalam masa 

iddah talak raj„i juga tidak boleh dipinang. 

Dalam Islam, ada ketentuan yang harus dijalankan jika ingin 

melaksanakan peminangan, karena tidak setiap wanita bisa dipinang, yaitu: 

a. Syarat mustahsinah 

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada 

laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan 

dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Sabda Nabi Saw, 

yang artinya sebagai berikut: 

“Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang 

perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah 

dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, 

maka lakukanlah”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).
 39  
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Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran 

dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap 

sah.
 40

 

b. Syarat lazimah 

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum 

peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada 

syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut antara lain:  

1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama 

ditinggalkan oleh suaminya.  

2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara‟. Baik keharaman itu 

disebabkan oleh mahram mua‟bbad, seperti saudara kandung dan bibi, 

maupun mahram mu‟aqqat (mahram sementara) seperti saudara ipar.   

3) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman 

meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas kepada wanita 

yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami 

maupun iddah karena terjadi talak raj‟i maupun talak ba‟in.
 41

  

3. Tata Cara Lamaran 

Tata cara lamaran atau peminangan dilaksanakan sebelum 

berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang 

berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi 

masyarakat setempat.
42

 Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan 
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kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang 

mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari‟at menetapkan aturan-

aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.
 
 

4. Hikmah Lamaran 

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai 

pada tingkat wajib, selalu mempunyai hikmah. Secara umum hikmah 

pernikahan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang 

diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat 

saling mengenal.
43

 Adapun hikmah disyariatkanya khitbah secara lebih 

spesifik sebagai berikut: 

a. Lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Sebab 

dengan pernikahan yang diawali dengan peminangan atau khitbah, pihak 

laki-laki dan perempuan saling mengetahui kondisi fisik. Utamanya 

terkait dengan kesempurnaan fisik, kecantikan atau ketampananya. 

Seorang laki-laki akan berupaya memilih seorang perempuan yang cantik 

untuk dijadikan calon istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan akan 

berupaya untuk mendapatkan calon suami yang tampan. 

b. Kedua belah pihak saling mengenal, utamanya terkait dengan 

kepribadian masing-masing. Mulai dari cara berfikir, karakter, perilaku 

dan akhlaknya. Kepribadian yang baik bisa memupuk rasa cita dan kasih 

sayang diantara keduanya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh diantara 
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kedua belah pihak merupakan modal yang sangat penting untuk 

mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

c. Pernikahan yang akan dilaksanakan akan mempunyai dampak bagi 

keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya khitbah, kedua belah pihak 

akan saling mengetahui kondisi keluarga masing- masing. Bagaimanapun 

juga, keluarga merupakan bagian dari kehidupan mereka. Disana ada 

ayah dan ibu yang telah membesarkan mereka. Persetujuan dari kedua 

orang tua menjadi pertimbangan yang sangat penting didalam proses 

pelaksanaan khitbah. Bahkan bisa mempengaruhi dan menjadi 

pertimbangan dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam memberikan 

keputusan untuk meneruskan atau membatalkan proses menuju terjadinya 

suatu perkawinan.
44 

5. Hukum dan Dampak Negatif Lamaran Batal 

Lamaran atau peminangan atau khitbah merupakan tindakan 

pendahuluan yang dilakukan sebelum pernikahan. Didalam pelaksanaannya, 

kebanyakan orang mulai menyerahkan mahar, baik secara keseluruhan 

maupun sebagiannya, memberi hadiah dan hibah (hantaran), mempererat 

silahturahmi dan mengukuhkan pertalian diantara keluarga keduanya.
45

 

Lamaran batal bisa saja terjadi, baik berasal dari pihak laki-laki, pihak 

perempuan, maupun dari kedua belah pihak secara bersamaan. Pada 
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dasarnya, lamaran atau peminangan (khitbah) hanyalah janji untuk menikah, 

bukan akad pernikahan itu sendiri. 

Lamaran batal secara umum dipahami sebagai tindakan sepihak atau 

bersama dari salah satu pihak yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan 

informal atau formal menuju jenjang pernikahan, namun kemudian 

membatalkan niat tersebut sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam 

artikel Atina Salsabila dan Ummi Salami (2020), pembatalan ini sering 

terjadi meskipun telah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, 

bahkan dalam kasus pernikahan mubarakah seperti yang diterapkan di 

lingkungan di mana perjodohan dilakukan dengan proses yang sangat 

religius dan institusional.
46

 Sementara itu dalam perspektif hukum Islam, 

peminangan bukanlah akad yang mengikat seperti pernikahan, sehingga 

pembatalannya tidak menimbulkan akibat hukum yang setara dengan 

perceraian.
47

 

Lamaran batal merupakan hak dari tiap-tiap pihak yang saling 

berjanji. Tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. 

Tetapi, Islam menggolongkan pembatalan itu ke dalam perilaku yang tidak 

terpuji dan termasuk ke dalam golongan sifat munafik, kecuali jika dalam 

pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak yang 

menjadikan mereka tidak dapat menepati janji. Tetapi lamaran batal dapat 

menimbulkan konsekuensi sosial, seperti rasa malu, rusaknya hubungan 
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antar keluarga, bahkan tuntutan pengembalian biaya atau pemberian yang 

telah diserahkan saat proses lamaran. Pembatalan perjanjian pasca-

peminangan juga dapat dipandang sebagai wanprestasi atau pelanggaran 

terhadap komitmen moral dan sosial yang telah dibangun, terutama jika 

terdapat bukti perjanjian atau janji dalam bentuk tertulis maupun verbal.
48

 

Pandangan hukum Islam, meskipun lamaran bukan akad yang sah secara 

hukum syariat, namun terdapat etika dan tanggung jawab moral untuk tidak 

mempermainkan niat baik dari pihak yang melamar atau yang menerima 

lamaran. Oleh karena itu, lamaran batal tidak hanya berdampak secara 

hukum dalam beberapa adat atau komunitas, tetapi juga menimbulkan 

persoalan emosional, sosial, bahkan psikologis bagi kedua belah pihak yang 

terlibat. 

Berkenaan dengan mahar, ketika terjadi lamaran batal, laki-laki 

berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan karena mahar 

diberikan dalam rangka pernikahan. Selama pernikahan belum terlaksana, 

maka pihak perempuan tidak memiliki hak sedikit pun atas mahar yang 

diberikan, ia harus mengembalikannya karena itu merupakan hak laki-laki 

sepenuhnya.
 49

 

Mengenai pemberian, maka ia mengambil posisi hibah (hadiah). 

Hibah (hadiah) tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa 

adanya ikatan atau penerima hadiah berhak dan menjadi pemilik apa yang 

                                                           
48

 Khairatun Nazmi Siregar, Hafsah, and Ramadhan Syahmedi Siregar, "Pembatalan 

Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi 

Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Induk, 2022)," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan 

Pranata Sosial Islam 10, no. (2). 
49

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah …, h. 230. 



34 
 

 
 

telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya. Ia berhak mempergunakan 

dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengambilan kembali 

hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan hak milik tanpa 

kerelaan pemiliknya. 

Akan tetapi, jika hibah (hadiah) yang diberikan dalam rangka 

mengharapkan balasan dari penerima, maka jika penerima itu belum 

melaksanakan apa yang diminta, pemberi berhak untuk mengambil kembali 

hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, pemberi berhak 

meminta kembali apa yang telah dihibahkan karena ia memberikannya atas 

dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka 

laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.
 50

 

Sementara, segala bentuk perbuatan yang dilakukan berdasarkan 

hukum yang berlaku merupakan penerapan fiqih mazhab Hanafi, ulama 

mazhab ini berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali 

hadiah yang telah ia berikan kepada tunangannya jika barang itu berharga 

dan tidak berubah dari bentuk aslinya sejak saat diberikan, misalnya gelang, 

cincin, kalung dan jam tangan. Laki-laki diperbolehkan untuk memintanya 

kembali jika barang-barang masih ada dan utuh. Jika hadiah itu berubah, 

hilang, terjual berupa makanan yang telah dikonsumsi, atau kain yang telah 

dijahit menjadi baju, maka hadiah itu tidak boleh diminta kembali, baik 

dalam bentuk barang itu sendiri maupun penggantinya.
 51
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B. Uang Hantaran 

1. Pengertian Uang Hantaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran adalah uang 

sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk 

biaya pernikahan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujuran yaitu uang 

yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.
 52

  

Uang hantaran terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu uang dan hantaran. Uang 

adalah penukar atas standar pengukur nilai hitung yang sah, dikeluarkan 

oleh pemerintah suatu negara yang sah, berupa kertas, perak atau logam lain 

yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan hantaran 

berkhususkan pada perkawinan yang merupakan oleh-oleh atau buah tangan 

yang diberikan keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
 53

  

Hantaran terbagi 2 (dua) macam, yaitu uang dan hadiah. Uang adalah 

yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk belanja 

perkawinan, sedangkan hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya 

yang dibawa bersama dan dikenal sebagai “hadiah perkawinan”. Jadi, 

maksud dari uang hantaran adalah uang yang digunakan untuk persiapan 

perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki. 
54

 

Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat yang telah lama 

diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada 

perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran 
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dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme-Buddhisme, yang 

masuk lebih awal dari Islam ke Indonesia yang dahulunya bernama Tanah 

Melayu, dikarenakan masuknya agama Hinduisme, Tanah Melayu 

sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa 

masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Kenyataan 

sejarah menunjukkan sebagian dari adat-istiadat perkawinan masyarakat 

Melayu mempunyai persamaan dengan adat-istiadat yang dipraktekkan oleh 

masyarakat Islam di India.
 55

 

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang 

beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada 

masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud 

hadiah perkawinan untuk calon istri. Hantaran didefinisikan sebagai 

pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan 

oleh suami kepada istri pada masa perkawinan. 
56

 

Pemberian dalam bahasa Arab adalah hibah masdar yang artinya 

memberi. Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu 

benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Hibah menurut az-Zuhaili dari sudut 

syarak adalah suatu akad yang menghasilkan pemindahan kepemilikan 

suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup 

tanpa ada tukar ganti. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah suatu akad yang 
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tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya kepada 

pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti.
57

 

Perkawinan dengan pemberian uang hantaran, pada umumnya berlaku 

di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis 

keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang hantaran dilakukan oleh 

pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda 

pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat 

persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan 

hukum suaminya.
58

 

Pemberian uang hantaran ini pada dasarnya tidak sama dengan mas 

kawin (mahar) sebagaimana menurut hukum Islam. Uang hantaran adalah 

kewajiban adat ketika dilakukan lamaran yang harus dipenuhi oleh pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan, sedangkan mas kawin (mahar) adalah 

kewajiban agama ketika dilakukan akad nikah yang harus dipenuhi oleh 

mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).
59

 

Pada masyarakat Serawai, uang hantaran merupakan bagian penting 

dalam rangkaian peminangan. Besaran uang hantaran umumnya ditentukan 

melalui musyawarah antara kedua keluarga dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, 

serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.  
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2. Manfaat Uang Hantaran 

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan 

manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin 

dinikahinya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang 

beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak 

laki-laki membawa uang yang telah disiapkan, kemudian diberikan oleh 

perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga 

diwakili oleh ketua adat setempat atau orang yang dianggap mampu dan 

paham adat atau yang telah biasa.  

Selain itu, manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan 

pasangan. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk 

mengumpul uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan 

oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental maupun 

kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan. 

Persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah dan menghias 

rumah. 

3. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Uang Hantaran 

Uang hantaran hanya diberikan pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Akan tetapi barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak 

dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda 

penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang 

diberikan mempunyai tujuan tertentu. Mengenai besar jumlahnya ditentukan 

sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan ataupun 
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pada hari lamaran. Laki-laki yang tidak bisa memenuhi permintaan yang 

diberikan dari pihak perempuan maka diberi tenggang waktu untuk 

menggumpulkan uang seandainya diizinkan, dan apabila laki-laki merasa 

tidak sanggup memenuhi permintaan akan mengundurkan diri. Seandainya 

jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-

laki tetap menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses 

penawaran. 

Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai 

kata sepakat dalam menentukan jumlah yang dapat dipenuhi oleh pihak laki-

laki. Setelah sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk 

mencukupinya. Apabila pihak laki-laki tidak memenuhinya pada hari yang 

telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau 

pembatalan pernikahan. Seberapa lama waktu yang diberikan tergantung 

pada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikuti kesepakatan kedua 

belah pihak.
60

 

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari 

segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan 

perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon 

mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, biasanya 

permintaan uang hantaran terbilang tinggi. Misalnya perempuan yang 

dinikahi lulusan Sarjana, maka sudah pasti orang tua dari pihak perempuan 

menginginkan jumlah yang sepadan dengan pendidikan anaknya. Melihat 
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dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaan calon mempelai perempun 

yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang 

mempunyai nama dalam masyarakat, maka penetapan uang hantarannya 

menjadi tinggi. 

Ketetapan ini dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam 

keluarga perempuan, maka akan mendapat banyak manfaat serta akan 

mendapat nama dalam masyarakat. Melihat dari pekerjaan perempuan, 

apabila calon perempuan mempunyai pekerjaan yang gajinya tinggi, maka 

wajar apabila uang hantaran yang ditetapkan terbilang tinggi karena 

perempuan yang mempunyai gaji yang tinggi tersebut tidak akan mengalami 

permasalahan dalam hal makan dan minum setelah menikah.
61

 

Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang 

hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki 

kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Sedangkan barang 

hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan make up 

dan sebagainya yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan 

manakala barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara 

saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan 

dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang diberikan 

mempunyai tujuan tertentu, lazimnya barang hantaran pihak perempuan 

melebihi pihak laki-laki dengan angka ganjil.
62
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Pelaksanaan tradisi uang hantaran dan barang hantaran ini walaupun 

tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan 

hukum syari‟at Islam karena dengan pemberian uang hantaran dan barang 

hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasanya 

mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung 

jawab sebagai kepala rumah tangga. 

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan 

manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin 

dinikahinya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang 

beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak 

laki-laki membawa uang yang telah disiapkan, kemudian diberikan oleh 

perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah, yang mana biasanya juga 

diwakili oleh orang yang dianggap mampu dan paham atau orang yang 

sudah terbiasa. 

 

C. Tinjauan Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran 

1. Normatif 

Pendekatan normatif merupakan metode ilmiah yang mengkaji suatu 

fenomena berdasarkan standar ideal yang ditentukan oleh norma, aturan, 

atau prinsip tertentu. Dalam bidang keislaman, pendekatan ini berakar pada 

sumber-sumber otoritatif seperti Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi 

pedoman utama atau landasan utama dalam menetapkan  hukum terhadap 

persoalan kehidupan, termasuk persoalan perkawinan, peminangan, 

pembatalan lamaran, serta tradisi yang berkembang ditengah masyarakat. 
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Selain Al-Qur‟an dan hadist, hukum islam di Indonesia juga mengenal 

Komplikasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi penyelesaian perkara-

perkara hukum keluarga islam. 

Pendekatan normatif digunakan untuk menilai tindakan berdasarkan 

ketentuan syariat dalam hukum islam. Pendekatan ini bersifat mengikat 

karena merujuk langsung pada nash syar'i yang telah ditetapkan sebagai 

hukum dasar. Menurut kajian ekonomi Islam pendekatan normatif 

mengedepankan nilai dan prinsip moral dari hadis, yang berfungsi sebagai 

pondasi etik dalam aktivitas ekonomi umat Islam.
63

 

Bidang pendidikan dibahas bahwa pendekatan normatif memiliki 

peran penting dalam membentuk karakter dan kesalehan peserta didik. 

Nilai-nilai religius dan moral yang bersumber dari ajaran Islam dijadikan 

acuan ideal dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, pendidikan 

tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membina 

kepribadian dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

agama.
64

Perspektif normatif ini dianalisis melalui empat landasan yaitu : 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang 

menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengatur seluruh aspek 

kehidupan, termasuk persoalan perkawinan dan segala tahapan yang 

mengiringinya. Al-Qur'an tidak hanya mengandung ketentuan hukum 
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yang bersifat mengikat, tetapi juga memuat nilai-nilai moral, etika, dan 

kemaslahatan yang menjadi landasan dalam membangun hubungan 

antarmanusia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Al-Qur'an 

memberikan pedoman mengenai semua hal tetantang kehidupan.
65

 Oleh 

karena itu, analisis normatif terhadap praktik lamaran batal tidak dapat 

dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. 

Dalam al-Qur‟an banyak yang membicarakan hal peminangan, 

namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau 

larangan melakukan peminangan. Semua hal tentang kehidupan telah 

diatur secara jelas baik dalam al- Qur‟an dan hadits, begitu juga berbagai 

hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-

Baqarah/2 : 235, sebagai berikut: 

 ُ
ٰ
ْْٖٓ انَْفسُِكُمْ ا عَلمَِ اّللّ سَاۤءِ اوَْ اكَْنَنْتُمْ ِِ ًِ النِّ ضْتُمْ بهِ  مِنْ خِطْبَ  انََّكُمْ وَلََ جُنَاحَ عَليَْكُمْ ِيِْمَا عَرََّ

ًِا  عْرَُوْ ٖٓ انَْ تَقوُْلوُْا قَوْلًَ مَّ ا الََِّ كُرَُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لََّ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًَّ ْٰ كَاحِ  زِمُوْاعْ وَلََ تَ  ەا سَتَ عُقْدَةَ النِّ

ا  رَُوْهُ ۚوَاعْلمَُوْٖٓ َٰ ْْ َِا ْْٖٓ انَْفسُِكُمْ  َ يَعْلمَُ مَا ِِ
ٰ
ا انََّ اّللّ ى يَبْلغَُ الْكِتٰبُ اجََلهَٗ اوَاعْلمَُوْٖٓ تّٰ ليِْمٌ َْ َْ َ غَفوُْرٌَ 

ٰ
انََّ اّللّ

ࣖ ٕٖ٘  

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk 

meminang perempuan-perempuan72) atau (keinginan menikah) 

yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah 

kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, 

kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). 

Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum 

berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa 

yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah 

bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
66

 

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan 

boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat 
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muka dan telapak tanganmya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga 

dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling 

mengenal dengan jalan sama-sama melihat.
67

 

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai dengan 

wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah 

disyariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan 

perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu 

kedua pihak dapat saling mengenal, atau sebagai perantara untuk 

mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi 

tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami 

baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. la seorang yang 

menyenangkan untuk istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga 

tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.
68

 

Lalu hukum peminang melihat wanita yang akan dipinang 

menurut jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki yang akan menikahi 

disyariatkan untuk melihat calon istrinya. Dasar hukumnya yaitu Allah 

Swt berfirman dalam Qur'an Surah Al-ahzab ayat 52 yang berbunyi 

sebagai berikut:
69

 

لَ بهِِنَّ مِنْ ازَْوَاجٍ  سَاۤءُ مِنْْۢ بَعْدُ وَلََٖٓ انَْ تَبَدَّ ِْلُّ ل َََ النِّ سْنُهُنَّ اِلََّ مَا مَلكََتْ يَمِيْنُ ََا  لََ يَ ُْ لوَْ اعَْجَبَ ََ  وَّ

قيِْبًا  ءٍ رََّ ْْ ُ عَلٰى كُلِّ شَ
ٰ
  ٕ٘ ࣖوَكَانَ اّللّ

Artinya: “Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi 

perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) 

mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun 

kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan 
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(hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi 

segala sesuatu.” 

 

Meminang menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya 

terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah, 

sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Israa‟/17 : 32, sebagai 

berikut: 

ًً اوَسَاۤءَ سَبيِْلًً  ِْشَ َِا هٗ كَانَ  نٰىٖٓ اِنَّ   ٕٖوَلََ تَقْرََبُوا الزِّ

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) 

itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”
70

 

 

Larangan ini bersifat pencegahan, bukan hanya larangan 

melakukan perbuatan zina. Artinya, Allah melarang segala aktivitas, 

perilaku, atau hal-hal yang dapat mengatur seseorang pada perbuatan 

zina. Maka dari itu kalau sudah siap untuk menikah, maka menikahlah 

daripada adanya perzinahan yang dimulai dengan meminang perempuan 

sebelum dinikahi. 

Al-Qur'an juga menegaskan tujuan utama disyariatkannya 

perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. 

Ar-Rum/30: 21, sebagai berikut. 

ةً وَّ  وَدَّ ا اِليَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٖٓ ٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ مِّ ًً ااِنَّ وَمِنْ اٰيٰتِه  مَ ْْ رََ

رَُوْنَ  تَفَكَّ يٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّ ل ََِ لََٰ ٰٰ  ْْ ِِٕٔ  

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di 

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 

bagi kaum yang berpikir.”
71
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Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan bukan 

sekadar membentuk hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, 

tetapi juga mewujudkan keluarga yang dilandasi ketenteraman, kasih 

sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, setiap tahapan menuju perkawinan, 

termasuk peminangan, seharusnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. Apabila dalam proses peminangan muncul persoalan yang 

berpotensi menghilangkan kemaslahatan, Islam memberikan ruang untuk 

mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan tersebut dengan tetap 

menjunjung tinggi nilai keadilan dan akhlak yang baik. Pembatalan 

lamaran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau karena 

alasan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. 

Pembatalan lamaran seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila terdapat 

alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut 

syariat maupun pertimbangan kemaslahatan. 

Prinsip lain yang juga relevan adalah larangan mempersulit 

pelaksanaan perkawinan. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 

185. 

ُ بِكُمُ الْيُسْرََ وَلََ يُرَِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرََ ۖ 
ٰ
  ٨٘ٔيُرَِيْدُ اّللّ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 

menghendaki kesukaran.”
72

 
 

Meskipun ayat tersebut berkaitan dengan ketentuan ibadah puasa, 

para ulama usul fikih menjadikannya sebagai salah satu landasan umum 

bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan dan tidak 

                                                           
72

Al-Qu‟an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah/2: 185 



47 
 

 
 

bertujuan menimbulkan kesulitan. Prinsip ini juga tercermin dalam 

hukum keluarga Islam, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh 

karena itu, apabila suatu tradisi, termasuk penetapan uang hantaran, 

berkembang sedemikian rupa sehingga memberatkan calon mempelai 

dan menjadi penyebab batalnya perkawinan, maka praktik tersebut perlu 

dikaji kembali. 

b. Hadist 

Dalam hadist, salah satunya disebutkan dalam riwayat hadist Nabi 

Muhammad Saw sebagai berikut: 

ثَنَا مَرَْوَانُ قَالَ ٨ٕٖٔنن النسائْ  دَّ َْ مَنِ بْنُ إبِْرََاهِيمَ قَالَ  ْْ : أخَْبَرََنَا عَبْدُ الرََّ

ازِمٍ عَنْ أبَِْ هُرََيْرََةَ قَالَ خَطَبَ  َْ ثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أبَِْ  دَّ َْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رََجُلٌ امْرََأةًَ مِنْ الَْ  ِ صَلَّى اللَّّ َِقَالَ لَهُ رََسُولُ اللَّّ نْصَارَِ 

َِأمََرََهُ أنَْ يَنْظُرََ إلِيَْهَا  نَظَرَْتَ إلَِيْهَا قَالَ لََ 

Sunan Nasa'i 3182: Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur 

Rahman bin Ibrahim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami 

Marwan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu 

Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata: seorang 

laki-laki melamar seorang wanita Anshar, kemudian Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Apakah 

engkau telah melihatnya?" orang tersebut berkata: "Tidak." 

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

memerintahkannya untuk melihat kepadanya. (HR. An-Nasa 'i).
73

 

 

Peminangan merupakan anjuran sebelum melaksanakan 

pernikahan. Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara 

peminangan, jadi peminangan dilaksanakan berdasarkan adat-istiadat 

yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, tetapi tetap harus sesuai 

dengan syariat Islam. Laki-laki yang hendak meminang wanita 
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dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang 

diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan 

calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja 

dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan mahromnya.
74

 Hal ini 

sebagaimana hadis Rasulullah Saw, yang artinya sebagai berikut: 

"Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang 

perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat 

perempuan itu. Asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari 

perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak" 

(HR. Ahmad).
75

 

Dalam menetapkan hukum peminangan, tidak terdapat pendapat 

ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. 

Seorang mukallaf boleh memilih antara melakukan atau meninggalkan, 

maka hukum peminangan tidak wajib dan juga tidak sunnah, melainkan 

suatu kebolehan yang diberikan oleh Allah SWT. Namun ada juga 

dijelaskan dalam hadist lain yaitu:  

ثَنَا ٨٨ٖٔسنن أبْ داوود  دَّ َْ دِ بْنُ زِيَادٍ  ِْ ثَنَا عَبْدُ الْوَا دَّ َْ دٌ  ثَنَا مُسَدَّ دَّ َْ  :

قَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ  َْ دُ بْنُ إسِْ مَّ َْ مَنِ يَعْنِْ ابْنَ  مُ ْْ صَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرََّ ُْ

ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اللَّّ ِ قَالَ قَالَ رََسُولُ اللَّّ ٍٰ عَنْ جَابرَِِ بْنِ عَبْدِ اللَّّ سَعْدِ بْنِ مُعَا

َِإنِْ اسْتَطَاعَ أنَْ يَنْظُرََ إلَِى مَا يَ  دُكُمْ الْمَرَْأةََ  َْ ا خَطَبَ أَ َٰ دْعُوهُ إلَِى وَسَلَّمَ إِ

تَّى رََأيَْتُ مِنْهَا مَا  َْ أُ لهََا  َِكُنْتُ أتََخَبَّ  ًً َِخَطَبْتُ جَارَِيَ لْيَفْعَلْ قَالَ  َِ هَا  ِْ نِكَا

جْتُهَا تَزَوَّ َِ جِهَا  هَا وَتَزَوُّ ِْ  دَعَانِْ إلِىَ نِكَا

Sunan Abu Daud 1783: Telah menceritakan kepada kami 

Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin 

Ziyad telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq. 
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dari Daud bin Hushain dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin 

Mu'adz dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu 

'alaihi wa sallam bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian 

meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu 

yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia 

melakukannya "Jabir berkata: kemudian aku meminang seorang 

gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat 

darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun 

menikahinya. (HR. Abu Daud). 

Namun Ibnu Rusyid dalam "Bidayat al-Mujtahid" yang 

menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriy yang mengatakan hukumnya 

wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi 

yang dilakukan Nabi SAW dalam peminangan itu.
76

 Begitupun menurut 

pandangan al-Dzahiri, khitbah hukumnya wajib karena didalamnya 

mengandung pesan moral dalam rangka mewujudkan perkawinan dan 

rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.
77

 

Disamping itu, menurut Syarifuddin, sebagaimana yang dikutip Mardani, 

khitbah atau peminangan dapat memperkuat hubungan perkawinan yang 

akan mereka jalani, sebab sebelumnya kedua calon mempelai sudah 

mengenal satu sama lain. 

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang 

dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan 

bahwa hukum khitbah adalah sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw 

ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain 
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berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, 

yaitu: wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.
78

 

Meminang dihukumi sunnah, apabila pria yang akan meminang 

termasuk pria yang sunnah untuk menikah. Dihukumi makruh, apabila 

pria yang akan meminang makruh untuk menikah dikarenakan hukum 

sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram, apabila 

meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak 

raji sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh 

lelaki yang telah memiliki 4 (empat) orang istri. 

Sedangkan khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang 

kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.
79

 

Semua wanita boleh dipinang, apakah ia masih perawan atau janda. Yang 

terpenting adalah tidak meminang istri orang atau wanita yang telah 

dipinang orang lain, seperti sabda Nabi Saw sebagai berikut: 

ثَنَا ابْنُ ٖٕٓ٘صْيح مسلم  دَّ َْ ثَنَا ليَْثٌ ح و  دَّ َْ ًُ بْنُ سَعِيدٍ  ثَنَا قتَُيْبَ دَّ َْ : و 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِّْ صَلَّى اللَّّ بِ رَُمْحٍ أخَْبَرََنَا اللَّيْثُ عَنْ نَاِعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرََ عَنْ النَّ

ًِ بَعْضٍ قَالَ لََ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَيْعِ بَعْضٍ وَلََ  يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَ  

"Shahih Muslim 2530: Dan telah menceritakan kepada kami 

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits Dan 

diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu 

Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Nafi dari 

Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau 

bersabda: "Janganlah sebagian kalian membeli barang yang telah 

ditawar, dan janganlah sebagian kalian meminang wanita yang 

telah dipinang" (HR. Sahih Muslim).
80
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Meskipun peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam al-

Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan 

secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh 

karenanya tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu 

yang wajib. Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah 

fiqh: "al-Aslu fi al-Axy'yal al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al-

Tahrim" dalam arti hukumnya mubah.
81

 

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling 

mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat 

daripada madharatnya. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa lamaran 

atau peminangan atau khitbah hukumnya tidak wajib. Namun merupakan 

pendahuluan yang hampir pasti dilakukan karena didalamnya terdapat 

pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah 

tangga yang diharapkan sakinah mawaddah warahmah. 

c. Komplikasi Hukum Islam (KHI) 

Dasar hukum lamaran batal secara sepihak dapat ditinjau dari 

perspektif hukum Islam, hukum adat, dan relevansi hukum positif di 

Indonesia. Hukum Islam peminangan (khitbah) merupakan janji yang 

belum mengikat secara hukum sebagaimana akad nikah, sehingga 

pembatalan lamaran tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang sama 

dengan perceraian. Namun demikian, pembatalan secara sepihak dapat 

menimbulkan dampak sosial dan etis, terutama jika telah terjadi 
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kesepakatan yang lebih dalam antara kedua belah pihak, seperti 

penyerahan mahar atau pelaksanaan prosesi adat.
82

 

Lamaran batal atau peminangan dalam hukum Indonesia tidak 

diatur secara eksplisit, dan dapat dianalisis dari berbagai dasar hukum 

yang relevan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 11 

menyatakan bahwa sebelum terjadinya akad nikah, baik pihak laki-laki 

maupun perempuan berhak untuk membatalkan perjanjian 

melangsungkan pernikahan. Namun, jika dalam proses lamaran terjadi 

pemberian mahar atau hadiah yang disertai perjanjian tertentu, maka 

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dapat digunakan 

untuk menilai apakah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan 

hukum. Oleh karena itu, meskipun pembatalan lamaran tidak dikenai 

sanksi pidana atau perdata secara langsung, namun tetap dapat 

menimbulkan akibat hukum tertentu apabila disertai kerugian materiil 

atau moral yang terbukti secara sah.
83

 

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam Pasal 

11, 12 dan 13 yang berbunyi: 

Pasal 11 
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Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang 

berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan 

oleh perantara yang dapat dipercaya. 

 

Pasal 12 

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang 

masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa 

iddahnya. 

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa 

iddah raj‟iah, haram dan dilarang untuk dipinang. 

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang 

dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus 

atau belum ada penolakan dari pihak wanita. 

(4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang 

putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria 

yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita 

yang dipinang. 

 
Pasal 13 

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan hubungan peminangan. 

(2)  Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan 

tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan 

setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 
84

 

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan di Indonesia 

diatur dalam Buku I yang bersumber dari Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991. Aturan ini mencakup definisi pernikahan sebagai akad yang 

sangat kuat (mitsaqan ghalidhan), rukun dan syarat sah nikah, serta alas 

hukum halangan perkawinan dan perceraian. 

Kedudukan Hukum dalam KHI yaitu Bukan Mahar Utama: 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d dan Pasal 30, 

kewajiban mutlak dari calon mempelai pria adalah membayar mahar, 

bukan uang hantaran.  
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Hak Milik Istri: Jika uang hantaran disepakati sebagai bagian dari 

pemberian untuk mempelai wanita, maka statusnya menjadi hak istri. 

Namun, jika diniatkan sebagai biaya pesta atau bantuan keluarga, 

pengelolaannya tunduk pada kesepakatan keluarga. Berdasarkan Adat 

(Urf): Praktik uang hantaran sah dilakukan karena merujuk pada hukum 

adat yang diakui dalam ekosistem hukum Islam di Indonesia selama tidak 

memberatkan atau menimbulkan kemudharatan adapun perbedaan utama 

mahar dan uang hantaran. Mahar (Mas Kawin): Hukumnya wajib, 

tercatat secara resmi dalam akta nikah, dan tidak boleh diminta kembali 

oleh suami. Uang Hantaran: Hukumnya tidak wajib, besarannya 

bergantung pada kemampuan serta kesepakatan kedua belah pihak, dan 

tidak menjadi rukun atau syarat sahnya akad nikah.
85

 

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan 

boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat 

muka dan telapak tanganmya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga 

dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling 

mengenal dengan jalan sama-sama melihat.
86

 

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai dengan 

wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah 

disyariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan 

perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu 

kedua pihak dapat saling mengenal, atau sebagai perantara untuk 

                                                           
85

 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Akademika 

Pressindo), hal. 85 
86

Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam …, h. 50. 



55 
 

 
 

mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi 

tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami 

baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang 

menyenangkan untuk istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga 

tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.
87

 

Kemudian, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 13 KHI, 

pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan hubungan peminangan, serta kebebasan memutuskan 

hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai 

dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina 

kerukunan dan saling menghargai. Sebagai informasi, putusnya pinangan 

untuk pria, adalah karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan 

pinangan atau secara diam-diam, dimana pria yang meminang telah 

menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang
88

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peminangan atau 

lamaran tidak memengaruhi keabsahan suatu perkawinan dalam bentuk 

apapun, pun tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut hemat kami, 

perkawinan dapat dilangsungkan dengan atau tanpa lamaran. 

d. Hukum Adat 

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum terbentuknya 

hukum nasional. Keberadaan hukum adat lahir dari kebiasaan yang 
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dilakukan secara terus-menerus, diterima oleh masyarakat sebagai 

pedoman hidup, dan memiliki kekuatan mengikat karena dipatuhi oleh 

anggota masyarakat. Hukum adat tumbuh dari kesadaran hukum 

masyarakat sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi oleh nilai 

budaya, sistem kekerabatan, kepercayaan, serta kondisi sosial masyarakat 

setempat. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia memiliki 

karakteristik hukum adat yang berbeda sesuai dengan budaya yang 

berkembang di lingkungan masyarakatnya.
89

 

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tidak 

tertulis yang hidup dalam masyarakat, dipatuhi sebagai pedoman tingkah 

laku, serta memperoleh kekuatan mengikat karena adanya kesadaran 

hukum masyarakat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan hukum 

antarindividu, tetapi juga mengatur hubungan kekeluargaan, perkawinan, 

pewarisan, penyelesaian sengketa, serta berbagai aktivitas sosial lainnya 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat. Hukum adat bersifat 

dinamis karena selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat 

tanpa kehilangan nilai-nilai pokok yang menjadi identitas suatu 

komunitas.
90

 

Dalam masyarakat Indonesia, hukum adat memiliki peranan yang 

sangat penting dalam penyelenggaraan perkawinan. Berbagai tahapan 

perkawinan, mulai dari peminangan, musyawarah keluarga, penentuan 

mahar, pemberian uang hantaran, hingga pelaksanaan upacara adat, pada 

                                                           
89

 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.68. 
90

 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 3 



57 
 

 
 

umumnya dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berlaku di masing-

masing daerah. Meskipun tata cara tersebut berbeda antara satu daerah 

dengan daerah lainnya, seluruh rangkaian tersebut bertujuan menjaga 

keharmonisan hubungan antarkeluarga, memperkuat ikatan sosial, serta 

mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para 

leluhur. 

Pada masyarakat Serawai, tradisi uang hantaran merupakan salah 

satu bagian penting dalam proses menuju perkawinan. Penentuan besaran 

uang hantaran dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, 

kedudukan sosial, tingkat pendidikan, serta kebiasaan yang hidup dalam 

masyarakat. Karena telah dipraktikkan secara turun-temurun dan diterima 

sebagai aturan yang harus dipatuhi, tradisi tersebut merupakan bagian 

dari hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Serawai. 

Berdasarkan Adat (Urf): Praktik uang hantaran sah dilakukan 

karena merujuk pada hukum adat yang diakui dalam ekosistem hukum 

Islam di Indonesia selama tidak memberatkan atau menimbulkan 

kemudharatan adapun perbedaan utama mahar dan uang hantaran. „Urf 

sendiri secara terminologi sebagaimana diutarakan Muhammad Abu 

Zahrah yaitu Urf adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam 

pergaulanya dan telah mantap dalam urusan-urusanya.
 91
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„Urf secara terminologi menurut Badran sebagaimana yang 

dikutip Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh adalah Urf adalah 

apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk 

ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga 

membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.
 92

 

Ketiga pengertian di atas mempunyai titik tekan sama, yaitu adanya 

sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dikenal orang banyak dan 

dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam 

melakukanya.  

Adapun landasan hukum „Urf  para ulama sepakat bahwa „urf 

shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan 

syara‟ dan tentu saja „urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. 

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara‟, „urf terbagi dua; yaitu 

al‟urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-„urf al-fasid 

(kebiasaan yang dianggap rusak).
93

 

1) Al-„urf al-Shahih. 

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak 

menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa 

mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak 

laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak 

dianggap sebagai mas kawin, melaksanakan acara halal bi halal. 
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2) Al-„urf al-fasid. 

Adalah suatu kebiasaan yang tela berjalan dalam masyarakat, 

tetapi ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan 

yang haram dan sebaliknya. Misalnya perbuatan-perbuatan mungkar 

yang telah menjadi tradisi pada masyarakat sebagian. 

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima 

begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a) „Urf  tidak bertentangan dengan syari'at, dapat diterima oleh 

perasaan sehat. 

b) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak pula menghilangkan 

kemashlahatan.  

c) Telah berlaku pada umumnya dalam masyarakat. 

d) Tidak bertentangan dengan nas 

e) „Urf  tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan 

hukumnya.
94

 

Di antara kaidah-kaidah dari cabang al-„adah muhakkamah, yaitu: 

ا اضْطَرََدَتْ اوَ غَلَبَتْ  َٰ مَا تُعْتَبَرَُ العَادَةُ اِ  اِنَّ

 “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu 

hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”. 
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Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat 

diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan 

tersebut sering berlaknya, dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai 

suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan 

sebagai dasar hukum. Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran 

selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke 

rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha 

koran tersebut.
 95

 

ادِرَِ  ا ئِعِ لََ لِلنَّ  العِبْرََةُ للغَِالِبِ الشَّ

 “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal 

oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.
96

 

عْيِيْنِ بِالنَّص عْيِيْنُ باِلْعُرَْفِ كَالتَّ  التَّ
 “Ketentuan berdasarkan „urf seperti ketentuan berdasarkan 

nash”. 

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada „urf dan 

telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya 

sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada 

nash.
97

Contoh: Apabila orang me melihara sapi orang lain, maka upah 

memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak 
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pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua utuk yang punya, 

begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.
98

  

نِ اللَفْظِى ْٰ نُ العُرَْفِ كَالَِ ْٰ .الَِ  

“Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan 

pemberian izin menurut ucapan”. 

 

Contoh: Apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk 

tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh 

memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan 

berarti mempersilahkannya.
99

 

Dalam lamaran selain membahas uang hantaran juga ada membahas 

maskawin. Dari Perspektif normatif maskawin (mahar) memandangnya 

sebagai kewajiban mutlak suami kepada istri yang bersumber dari nash Al-

Qur'an (Q.S. An-Nisa: 4) dan Hadis. Dalam kajian hukum Islam dan 

perundang-undangan (KHI), mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan, 

hak penuh milik istri, dan bukan sebagai harga beli atau seserahan biasa.  

Dalam KHI pasal 30 dan pasal 31, menjelaskan tentang kedudukan 

mahar,Pasal 30 berbunyi; Calon mempelai pria wajib membayar mahar 

kepada calon memepelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya 

disepakati oleh kedua bela pihak. Serta Pasal 31; Penentuan mahar 

berdasarkan atas kesederhanaan  dan kemudahan yang dianjurkan oleh 

ajaran Islam.
100
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Selain itu, ada juga ketika lamaran membahas kehendak dari pihak 

perempuan, yaitu  meminta barang hantaran dan kewajiban lain yang diluar 

kesanggupan oleh calon mempelai laki-laki, namun tidak semua pihak 

wanita yang meminta hal tersebut. Akan tetapi adan yang seperti tersebut. 

Dalam perspektif normatif Islam dan hukum positif (seperti KHI), barang 

hantaran atau seserahan bukanlah rukun atau syarat wajib nikah yang 

hukumnya mutlak. Kewajiban mutlak pria adalah mahar yang disesuaikan 

dengan kemampuan. Memaksa pihak pria memberikan hantaran di luar 

batas kemampuannya hingga menimbulkan mudarat atau utang dilarang 

karena bertentangan dengan prinsip kemudahan syariat.  

2. Filosofis 

Filosofis merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan makna 

suatu konsep tidak hanya dari segi teknis atau praktis, tetapi lebih dalam lagi 

menyentuh aspek ontologis (hakikat keberadaan), epistemologis (sumber 

dan proses memperoleh pengetahuan), dan aksiologis (nilai dan tujuan). 

Konsep kurikulum perlu ditinjau secara filosofis agar tidak kehilangan arah 

nilai dan esensi pendidikannya. Kurikulum Merdeka, jika dipahami secara 

filosofis, bukan hanya instrumen kebijakan, tetapi juga sebagai wujud 

konkret dari gagasan kemerdekaan berpikir, kemandirian belajar, dan 

pengakuan terhadap kodrat anak.
101

 Pandangan ini sejalan dengan prinsip-

prinsip filsafat pendidikan progresif dan humanistik, yang menekankan 

pentingnya kebebasan, nilai moral, serta pembentukan karakter dalam 
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proses pendidikan. Dengan demikian, definisi filosofis berperan sebagai 

dasar pemikiran kritis dan reflektif dalam merumuskan serta memahami 

konsep-konsep pendidikan secara mendalam.
102

 

Pendidikan adalah suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari 

nilai-nilai filosofis yang menyertainya, seperti nilai kebenaran, kebaikan, 

keindahan, dan keadilan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai transfer 

ilmu atau pengembangan keterampilan, tetapi sebagai sarana pembentukan 

manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pendekatan filosofis dalam pendidikan 

menuntut adanya pemahaman terhadap tujuan akhir dari pendidikan itu 

sendiri, yakni menjadikan manusia yang berkarakter, merdeka secara 

berpikir, dan bertanggung jawab secara sosial.
103

 Perspektif filosofis ini 

dianalisis melalui empat aspek, yaitu : kemaslahatan, keadilan, dan 

maqashid syariah. 

a. Kemaslahatan 

Secara etimologis, kata maṣlaḥah berasal dari akar kata ṣaluḥa 

yang berarti baik, bermanfaat, atau membawa kebaikan. Dalam 

terminologi hukum Islam, kemaslahatan dipahami sebagai segala sesuatu 

yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kerusakan 

(mafsadah). Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan 

bukan sekadar sesuatu yang dianggap baik menurut akal manusia, 

melainkan segala sesuatu yang sejalan dengan tujuan syariat dalam 
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menjaga kepentingan hidup manusia. Dengan demikian, ukuran 

kemaslahatan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kepentingan 

individu atau kelompok tertentu, tetapi harus mengandung manfaat yang 

bersifat umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
104

 

Kedudukan kemaslahatan dalam filsafat hukum Islam sangat 

penting karena menjadi dasar dalam memahami tujuan dibentuknya suatu 

ketentuan hukum. Hukum Islam tidak hadir untuk memberikan kesulitan 

kepada manusia, melainkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih 

baik melalui perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang 

mendasar. Oleh sebab itu, suatu aturan atau praktik sosial tidak cukup 

dinilai hanya dari keberadaannya sebagai kebiasaan yang telah 

berlangsung lama, tetapi juga harus dinilai berdasarkan manfaat yang 

ditimbulkannya bagi masyarakat. Apabila suatu praktik mampu 

memperkuat hubungan sosial, menjaga keharmonisan keluarga, serta 

memberikan manfaat bagi kehidupan bersama, maka praktik tersebut 

mencerminkan nilai kemaslahatan. Sebaliknya, apabila suatu praktik 

justru menimbulkan kesulitan, perselisihan, atau kerugian bagi 

masyarakat, maka praktik tersebut perlu dievaluasi agar tidak 

bertentangan dengan tujuan hukum Islam. 

Konsep kemaslahatan digunakan untuk memahami praktik 

lamaran batal akibat uang hantaran pada masyarakat Serawai di 

Kecamatan Ilir Talo. Pada dasarnya, tradisi uang hantaran memiliki 
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fungsi sosial sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga calon 

mempelai perempuan, simbol kesungguhan calon mempelai laki-laki, 

serta sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah 

pihak. Selama tradisi tersebut dilaksanakan melalui musyawarah, 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi, dan tidak menjadi beban yang 

berlebihan, maka tradisi tersebut dapat dipandang sebagai praktik yang 

mengandung kemaslahatan karena mampu menjaga keharmonisan 

hubungan sosial. 

Namun apabila dalam pelaksanaannya uang hantaran ditetapkan 

dalam jumlah yang terlalu tinggi sehingga melampaui kemampuan 

ekonomi calon mempelai laki-laki, mengakibatkan perselisihan 

antarkeluarga, atau bahkan menyebabkan lamaran batal, maka nilai 

kemaslahatan yang menjadi tujuan awal tradisi tersebut patut 

dipertanyakan. Dalam kondisi demikian, tradisi yang semula 

dimaksudkan sebagai simbol penghormatan dapat berubah menjadi faktor 

yang menghambat terlaksananya perkawinan. Oleh karena itu, konsep 

kemaslahatan ini digunakan sebagai dasar filosofis untuk menilai apakah 

praktik uang hantaran masih memberikan manfaat bagi masyarakat atau 

justru telah menimbulkan kemudaratan yang bertentangan dengan tujuan 

hukum Islam. 

b. Keadilan 

Keadilan merupakan nilai dasar yang berkaitan dengan 

keseimbangan, kepatutan, dan penghormatan terhadap hak setiap pihak 
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dalam suatu hubungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, keadilan 

tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap setiap 

individu, tetapi juga sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban 

secara proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. 

Keberadaan suatu tradisi dalam masyarakat pada dasarnya tidak 

dapat dilepaskan dari nilai keadilan. Hal ini karena setiap aturan atau 

kebiasaan sosial akan berhadapan dengan kepentingan berbagai pihak 

yang terlibat. Oleh karena itu, suatu tradisi dapat dipertahankan apabila 

mampu menciptakan keseimbangan dan tidak memberikan beban yang 

tidak wajar kepada salah satu pihak.
105

 

Dalam tradisi uang hantaran masyarakat adat Serawai, nilai 

keadilan dapat dilihat melalui proses penentuan jumlah hantaran, 

keterlibatan keluarga dalam musyawarah, serta mekanisme penyelesaian 

apabila terjadi lamaran batal. Apabila nominal uang hantaran ditetapkan 

terlalu tinggi hingga mengahambat pernikahan dan menimbulkan beban 

ekonomi yang berat, maka nilai keadilan menjadi berkurang karena salah 

satu pihak dirugikan. Keadilan juga tidak hanya berkaitan dengan 

besarnya nilai uang hantaran, tetapi bagaimana proses tersebut dilakukan 

berdasarkan kesepakatan, kemampuan, dan pertimbangan yang wajar. 

Ketika terjadi pembatalan lamaran, prinsip keadilan menjadi 

penting untuk melihat bagaimana hak dan kewajiban para pihak 

diselesaikan. Penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme adat, 
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seperti musyawarah keluarga dan keterlibatan tokoh adat, menunjukkan 

adanya upaya masyarakat untuk menciptakan keseimbangan serta 

menghindari konflik yang berkepanjangan. 

Sebaliknya, apabila penyelesaian adat menyebabkan salah satu 

pihak mengalami kerugian tanpa adanya pertimbangan yang seimbang, 

maka kondisi tersebut perlu dianalisis dari nilai keadilan. Sebab, 

keberadaan adat bukan hanya mempertahankan kebiasaan yang telah 

berlangsung, tetapi juga harus mampu memberikan rasa kepatutan dan 

perlindungan bagi masyarakat yang menjalankannya. 

c. Maqashid Syariah 

Secara etimologis, kata maqasid merupakan bentuk jamak dari 

kata maqsad yang berasal dari akar kata Arab qaṣada yang berarti tujuan, 

maksud, arah, atau sesuatu yang hendak dicapai. Adapun kata syariah 

berarti jalan yang lurus atau jalan yang mengantarkan manusia menuju 

sumber kehidupan. Dalam terminologi Islam, syariat dimaknai sebagai 

seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk 

mengatur kehidupan manusia agar tercipta kemaslahatan di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian, secara bahasa Maqasid al-

Syariah berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam 

dalam menetapkan hukum.
106

 

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang 

beragam mengenai Maqasid al-Syariah, namun memiliki substansi yang 
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sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Imam Abu Ishaq al-

Syatibi mendefinisikan Maqasid al-Syariah sebagai tujuan yang 

dikehendaki Allah Swt dalam menetapkan seluruh hukum syariat demi 

menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Al-Syatibi, setiap hukum yang 

disyariatkan bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia melalui 

perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat 

dipisahkan dari tujuan utama untuk menghadirkan kemaslahatan dan 

mencegah kerusakan.
107

 

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Muhammad al-

Tahir Ibn 'Asyur. Menurut Ibn 'Asyur, Maqasid al-Syariah merupakan 

tujuan umum dan tujuan khusus yang menjadi dasar seluruh ketentuan 

hukum Islam. Ia menegaskan bahwa syariat tidak hanya bertujuan 

menjaga lima kebutuhan pokok sebagaimana dijelaskan Al-Syatibi, tetapi 

juga mewujudkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, 

persamaan, toleransi, kemudahan, serta keteraturan sosial.   

Dalam mewujudkan lima unsur pokok di atas, al-Syatibi membagi 

tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan: 

1) Daruriyyat (Primer): Kebutuhan yang sangat mendasar; jika tidak 

terpenuhi, kehidupan manusia akan rusak dan hancur. 

2) Hajiyyat (Sekunder): Kebutuhan pendukung untuk menghilangkan 

kesulitan atau kesempitan dalam hidup. 
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3) Tahsiniyat (Tertier): Kebutuhan pelengkap untuk menunjang 

kehormatan, keindahan, dan kelayakan hidup yang lebih baik. 

 

Selain uang hantaran juga membahas sedikit tentang mahar dalam 

perspektif filosofis. Secara filosofis, mahar atau mas kawin bukan sekadar 

transaksi material atau harga untuk membeli seorang wanita. Mahar adalah 

simbol, bentuk penghormatan, manifestasi tanggung jawab, serta tanda 

ketulusan cinta dan komitmen moral seorang laki-laki dalam membangun 

fondasi. Selain itu makna filosofis Mahar, yaitu: 

a. Simbol Penghormatan (Takrim): Menunjukkan kemuliaan dan posisi 

tinggi perempuan, menegaskan bahwa ia disambut dengan kehormatan, 

bukan dieksploitasi. 

b. Tanda Kesungguhan (Shadaq): Berasal dari kata shadaqah/shadiq, yang 

berarti bukti kejujuran niat dan keseriusan pria memikul amanah 

pernikahan.  

c. Manifestasi Tanggung Jawab: Menjadi langkah awal kesiapan suami 

memberi nafkah dan melindungi istri secara lahir maupun batin. 

d. Hak Milik Mutlak: Menegaskan independensi ekonomi perempuan, 

karena mahar sepenuhnya milik istri tanpa boleh diambil atau diganggu 

oleh siapa pun.
108

 

3. Sosiologis 
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Pendekatan sosiologis terhadap kurikulum dipahami sebagai bagian 

dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, hubungan 

kekuasaan, dan kepentingan ekonomi-politik dalam. komunitas lokal, 

seperti nelayan kecil. Kurikulum tidak netral, melainkan merefleksikan 

kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat, yang dalam konteks 

komunitas nelayan, seringkali terpinggirkan. Pendidikan formal tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai alat 

reproduksi struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, kurikulum perlu 

disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat lokal agar lebih 

relevan dan berdaya guna.
109

 

Perspektif sosiologi, menekankan bahwa kurikulum merupakan 

produk sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya dominan dalam 

masyarakat. Kurikulum tidak hanya mencerminkan apa yang dianggap 

penting oleh negara atau lembaga pendidikan, tetapi juga memperkuat 

norma-norma sosial dan struktur kelas. Rakhmat Hidayat menunjukkan 

bahwa perubahan kurikulum seringkali mengikuti dinamika sosial, politik, 

dan ekonomi suatu bangsa, sehingga kurikulum menjadi sarana sosialisasi 

nilai dan identitas nasional.
110

 Adapun perspektif sosiologis di analisis 

melalui empat landasan, yaitu: 

a. Fungsi Sosial Adat 
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Adat merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi 

mengatur perilaku masyarakat serta menjaga keteraturan hubungan 

antarindividu maupun kelompok. Menurut Soerjono Soekanto dan 

Soleman B. Taneko, hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam 

masyarakat karena keberadaannya lahir dari kebiasaan dan nilai yang 

berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu pedoman 

dalam kehidupan bersama.
111

 

Keberadaan adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang 

mengatur tindakan masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam 

mempertahankan hubungan, memperkuat solidaritas, dan menjaga 

keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, 

kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat terdiri dari nilai, norma, 

dan aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak.
112

 

Dengan demikian, tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat 

memiliki makna sosial yang lebih luas daripada sekadar suatu kebiasaan 

yang dilakukan secara berulang. 

Pada masyarakat adat Serawai, tradisi uang hantaran memiliki 

fungsi sosial dalam proses perkawinan. Uang hantaran tidak hanya 

dipahami sebagai pemberian berupa materi, tetapi juga sebagai simbol 

penghormatan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan, 

bentuk keseriusan dalam membangun rumah tangga, serta sarana 

mempererat hubungan sosial antara kedua keluarga. 
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Tradisi uang hantaran juga berfungsi sebagai mekanisme sosial 

dalam menciptakan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. 

Melalui proses musyawarah adat, keluarga dan tokoh adat berperan 

dalam menentukan bentuk pelaksanaan tradisi tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa adat memiliki fungsi sebagai sarana pengaturan 

sosial (social control) dalam kehidupan masyarakat. 

Fungsi sosial adat digunakan untuk menganalisis bagaimana 

tradisi uang hantaran dipahami dan dijalankan oleh masyarakat Serawai, 

serta bagaimana peran adat dalam mengatur hubungan sosial ketika 

terjadi lamaran batal. 

b. Perubahan Sosial 

Masyarakat merupakan suatu sistem yang selalu mengalami 

perubahan. Perubahan sosial terjadi karena adanya perkembangan dalam 

berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, 

maupun perubahan pola pikir masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, 

perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang dapat memengaruhi sistem sosial, nilai, 

sikap, dan pola perilaku masyarakat.
113

 

Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat juga tidak 

bersifat statis. Meskipun diwariskan secara turun-temurun, suatu tradisi 

dapat mengalami perubahan dalam bentuk pelaksanaan maupun 

pemaknaan sesuai dengan perkembangan masyarakat. William F. Ogburn 
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menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena adanya 

perubahan unsur kebudayaan, baik dalam aspek material maupun 

nonmaterial, yang kemudian memengaruhi pola kehidupan 

masyarakat.
114

 

Dalam tradisi uang hantaran masyarakat adat Serawai, perubahan 

sosial dapat dilihat dari adanya perkembangan pemahaman masyarakat 

terhadap fungsi dan makna uang hantaran. Pada awalnya, uang hantaran 

lebih dipahami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam 

proses perkawinan. Namun, perkembangan kondisi sosial dapat 

menyebabkan perubahan pemaknaan, misalnya uang hantaran mulai 

dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, status sosial, atau ukuran 

penghargaan terhadap keluarga perempuan. 

Perubahan tersebut tidak selalu berarti menghilangkan keberadaan 

tradisi, tetapi dapat memengaruhi cara masyarakat menjalankan dan 

memahami tradisi tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 

konsep perubahan sosial untuk melihat bagaimana tradisi uang hantaran 

mengalami perkembangan serta bagaimana masyarakat adat Serawai 

mempertahankan nilai utama tradisi tersebut di tengah perubahan sosial. 

c. Konflik Sosial 

Keberadaan suatu norma atau tradisi tidak terlepas dari 

kemungkinan munculnya perbedaan kepentingan antarindividu maupun 

kelompok. Perbedaan pandangan tersebut dapat menimbulkan konflik 
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sosial, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan 

kondisi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.
115

 

Dalam tradisi uang hantaran, konflik sosial dapat muncul ketika 

terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah uang hantaran, kemampuan 

pihak laki-laki, maupun ketika terjadi lamaran batal setelah adanya 

kesepakatan sebelumnya. konflik sosial dapat terjadi ketika terdapat 

perbedaan pandangan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan 

keluarga calon mempelai perempuan mengenai besaran uang hantaran. 

Penentuan nominal uang hantaran sering kali dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi, status sosial, pendidikan, kehormatan keluarga, maupun 

kebiasaan adat yang berkembang di masyarakat. Ketika harapan salah 

satu pihak tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain, maka muncul 

pertentangan yang berpotensi menyebabkan lamaran batal. 

d. Hukum Hidup (Living Law Eugen Ehrlich) 

Teori living law (hukum yang hidup) dari Eugen Ehrlich 

menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum terletak di dalam 

masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang negara. Dalam tradisi 

uang hantaran adat, teori ini menjelaskan bagaimana kebiasaan 

pemberian harta dari pihak pria kepada wanita ditaati sebagai norma 

sosial yang mengikat secara nyata. Konsep dasar teori living ehrlich 

yaitu
116

 : 
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Hukum dalam Masyarakat: Hukum yang sebenarnya bukanlah 

yang tertulis di dalam kitab undang-undang (law in books), melainkan 

aturan yang hidup dan dipatuhi sehari-hari dalam pergaulan hidup (law in 

action). Fakta Sosial: Kebiasaan masyarakat terbentuk secara spontan 

melalui hubungan sosial dan ekonomi, lalu melahirkan kewajiban 

psikologis serta sanksi sosial bagi yang melanggarnya.
117

 

Relevansi dalam adat uang hantaran yaitu sumber Kepatuhan: 

Uang hantaran dipatuhi oleh masyarakat bukan karena perintah atau 

paksaan dari negara, melainkan karena kesadaran hukum dan nilai 

kepatuhan adat setempat. Sanksi Sosial: Jika ketentuan uang hantaran 

adat dilanggar, pelaku akan mendapatkan sanksi sosial atau teguran dari 

pemangku adat, yang menunjukkan bekerjanya hukum secara sosiologis. 

Serta pluralisme Hukum: Praktik ini membuktikan bahwa norma lokal 

hidup berdampingan dan terkadang. 
118

 

Selain itu, perspektif sosiologis, mahar atau mas kawin bukan 

sekadar ritual keagamaan, melainkan sebuah institusi sosial yang 

mencerminkan struktur kekuasaan, stratifikasi kelas, pertukaran simbolik, 

serta negosiasi hubungan gender dalam masyarakat.
119

 Fungsi dan Makna 

Sosial Mahar, yaitu: 
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a. Simbol Status Sosial: Besaran atau jenis mahar sering kali berfungsi 

sebagai penanda kelas sosial atau prestise keluarga kedua belah pihak di 

mata publik.  

b. Instrumen Pertukaran Budaya: Mahar bekerja sebagai bentuk timbal 

balik atau kohesi sosial yang merekatkan dua keluarga besar, bukan 

sekadar transaksi ekonomi individu.  

c. Jaring Pengaman Perempuan: Secara sosiologis, mahar memberikan 

posisi tawar (bargaining power) dan jaminan keamanan material awal 

bagi perempuan dalam struktur keluarga patriarkal 

 

 

 

 

 


